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RINGKASAN 

 
Tanah memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan manusia, tidak hanya 
sebagai ruang untuk bermukim, tetapi juga sebagai landasan bagi berbagai aktivitas 
ekonomi dan sosial. Negara menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur berbagai jenis hak atas tanah, salah satunya 
Hak Guna Bangunan (HGB). Permasalahan hukum muncul ketika jual beli tanah 
HGB telah dilakukan secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
dan dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB), namun pembeli tidak segera 
mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan hingga masa berlaku 
Sertipikat HGB berakhir. Berdasarkan Pasal 40 huruf a UUPA jo. Pasal 46 ayat (1) 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, HGB yang tidak diperpanjang 
atau diperbarui hapus demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai langsung oleh 
negara. Akibatnya, pembeli yang telah bertahun-tahun menguasai, menempati, dan 
membayar pajak atas tanah tersebut berada dalam posisi lemah secara administratif 
karena namanya tidak tercatat sebagai pemegang hak. Kondisi ini menimbulkan 
benturan antara kepastian hukum materiil yang lahir dari AJB sebagai akta otentik 
dengan kepastian hukum formil administratif yang mensyaratkan pendaftaran hak 
melalui sistem pendaftaran tanah. Kekosongan pengaturan mengenai kedudukan 
AJB dalam situasi HGB daluwarsa mengakibatkan inkonsistensi penanganan di 
berbagai Kantor Pertanahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
merugikan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum AJB yang dibuat di 
hadapan PPAT pada saat HGB masih berlaku sebagai dasar pengajuan sertipikat 
HGB yang telah daluwarsa, serta mengkaji bentuk kepastian dan perlindungan 
hukum yang dapat diperoleh pemegang AJB tersebut. Secara teoritis, penelitian ini 
diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
agraria dan kenotariatan, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum mengenai 
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kedudukan AJB sebagai instrumen pengajuan pembaruan hak atas tanah. Secara 
praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi PPAT dan Notaris dalam 
menjalankan kewajiban profesionalnya, bagi Kantor Pertanahan dalam 
menyeragamkan prosedur penanganan permohonan serupa, serta bagi masyarakat 
yang menghadapi permasalahan hukum terkait pengajuan sertipikat HGB yang 
telah daluwarsa dengan menggunakan AJB sebagai dasar pengajuannya. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun 
regulasi yang lebih komprehensif guna melindungi pembeli beriktikad baik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) 
atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dengan 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Terdapat tiga pendekatan yang 
diterapkan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis KUHPerdata, UUPA, 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kedua, pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan merujuk pada teori kepastian 
hukum dari Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, serta teori perlindungan hukum 
dari Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis. Ketiga, pendekatan kasus (case 
approach) dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang 
relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019 dan 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2949 K/Pdt/2016. Bahan hukum primer 
bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan 
bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli 
hukum agraria. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan 
(library research) dan dianalisis secara kualitatif normatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 

1.  AJB yang dibuat di hadapan PPAT pada saat HGB masih berlaku tetap sah 
secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik 
karena telah memenuhi asas terang dan tunai serta syarat sahnya perjanjian 
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Penandatanganan AJB telah 
melahirkan peralihan hak secara materiil dari penjual kepada pembeli. 
Meskipun demikian, setelah HGB daluwarsa, AJB tidak dapat lagi 
digunakan sebagai dasar balik nama karena objek haknya telah hapus demi 
hukum berdasarkan Pasal 40 UUPA jo. Pasal 46 PP Nomor 18 Tahun 2021. 
Fungsi AJB kemudian bergeser menjadi alas hak dalam pengajuan 
permohonan pembaruan hak atas tanah negara, yakni sebagai bukti 
perolehan hak, bukti penguasaan fisik yang sah dan beriktikad baik, serta 
dasar prioritas bagi pembeli untuk mengajukan pembaruan hak paling lama 
dua tahun sejak HGB daluwarsa sesuai Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 18 
Tahun 2021.  
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2. kepastian hukum bagi pemegang AJB belum sepenuhnya terwujud karena 
masih terdapat kekosongan norma yang mengakibatkan inkonsistensi 
praktik di berbagai Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum dapat diberikan 
secara preventif melalui kewajiban PPAT melakukan pengecekan masa 
berlaku sertipikat dan penyuluhan hukum kepada para pihak, serta secara 
represif melalui mekanisme pembaruan hak, gugatan perdata ke Pengadilan 
Negeri, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun penyelesaian 
sengketa secara non-litigasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini 
merekomendasikan perlunya revisi atau penerbitan Peraturan Menteri 
ATR/BPN yang secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan AJB 
sebagai dasar permohonan pembaruan hak atas tanah negara guna 
menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan bagi pembeli beriktikad 
baik. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Akta Jual Beli, Hak Guna Bangunan, Daluwarsa, Pembaruan 
Hak, Kepastian Hukum 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Akta Jual Beli (AJB) 
yang dibuat pada saat Hak Guna Bangunan (HGB) masih berlaku sebagai dasar 
pengajuan pembaruan hak setelah HGB daluwarsa, serta mengkaji kepastian hukum 
bagi pemegang AJB tersebut. Permasalahan penelitian muncul karena adanya jual 
beli tanah HGB yang dilakukan secara sah di hadapan PPAT, tetapi tidak segera 
didaftarkan hingga masa berlaku HGB berakhir dan tanah kembali menjadi tanah 
negara. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum 
primer diperoleh dari UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta putusan pengadilan terkait 
perlindungan pembeli beritikad baik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, 
jurnal, dan pendapat para ahli hukum agraria. Analisis dilakukan secara kualitatif 
terhadap kekosongan norma hukum dan praktik pertanahan mengenai penggunaan 
AJB dalam pengajuan pembaruan HGB yang telah daluwarsa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB yang dibuat ketika HGB masih berlaku 
tetap memiliki kekuatan hukum sebagai bukti perolehan hak dan penguasaan fisik 
atas tanah, meskipun tidak lagi dapat digunakan untuk balik nama sertipikat setelah 
HGB berakhir. AJB tetap dapat digunakan sebagai dasar administratif dalam 
permohonan pembaruan hak atau permohonan hak baru atas tanah negara. 
Kepastian hukum bagi pemegang AJB belum sepenuhnya terpenuhi karena masih 
terdapat kekosongan pengaturan dan perbedaan praktik di Kantor Pertanahan 
mengenai kedudukan AJB sebagai alas hak dalam pembaruan HGB. 
 
 

 
 

 
 

1 2420216320043 
2 Pembimbing 



 
 
 

 

xi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

xii 
 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

MOTTO 

“In The Name Of Jesus Christ” 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 
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